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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan
Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.
Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab,sedangkan nama
Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau
sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul
buku dalam footnotemaupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan

transliterasi ini.

B. Konsonan

) = - s = DI
« = B L = Th
Qo= T L = Dh
< = Ts ¢ =] ¥
z T2 s = gl
e = \H «w = F
& = Kh k) = Q

A = D g = K

K = Dz Jd = L
B = R N = M
) = Z O = N
o = S P = W
o =Sy N = H

oe = Sh s =Y



Hamzah (<) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di
awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan,
namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan

tanda koma atas (), berbalik dengan koma () untuk pengganti lambang ” ¢”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan
panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:
Vokal (a) panjang = a misalnya Ja menjadi gala

Vokal (i) panjang = |l misalnya J8  menjadi qila

[

Vokal (u) panjang = misalnya 03 menjadi dina

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan
“1”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya.Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis

dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) s misalnya J#&  menjadigawlun

Diftong (ay) < misalnya o menjadi khayrun

D. Ta’marbithah (3)

Ta’'marbithah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah
kalimat, tetapi apabila ta’marbithah tersebut berada diakhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: 4w !l dl)ll menjadi

alrisalatli al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang



terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilaih, maka ditransliterasikan dengan
menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya:

4 4ea menjadi firahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah
Kata sandang berupa “al” (J') ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak

di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-
tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan
contoh-contoh berikut ini:
1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya’ Allah kana wa mdlam yasya lam yakun.
4. Billah ‘azza wa jalla.
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan
nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah
terindonesiakan,tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.
Perhatikan contoh berikut :

“..Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais,
mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk

menghapuskan nepotisme kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan

Xi



salah satu caranya melalui pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintahan,
namun...”’

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan
kata ““salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia
yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun
berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan
terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wabhid,”

“Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalat.”
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ABSTRAK

Hikmah Lailatuts Tsuroyya, Nim 12210152, 2017. Penggunaan Jalan Umum
untuk Acara Walimahan di MasyarakatPersektif Hukum Islam dan
PERKAPOLRI Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penggunaan Jalan
Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas.Skprisi. Jurusan Al-Ahwalu Al-
Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing; Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Kata Kunci ; Jalan umum, Walimahan, Masyarakat

Walimahan seperti Acara Resepsi Pernikahan, pesta khitanan, dengan
memasang tenda yang menghalangi sebagian jalan raya, merupakan kegiatan yang
menggunakan bagian jalan termasuk sebagai sebagai penggunaan jalan selain
untuk kegiatan lalu lintas. Kajian ini difokuskan ada Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 yang mengatur Tentang
Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain
Untuk Kegiatan Lalu Lintas

Dalam penelitian ini,penulis merumuskan 2 permasalahan yaitu : 1)
Bagaimana pandangan Hukum islam terhadap penggunaan jalan umum untuk
acara walimahan di masyarakat? 2) Bagaimana peraturan penggunaan jalan umum
bagi orang yang mengadakan acara walimahan di masyarakat berdasarkan
Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang penggunaan jalan selain untuk kegiatan
lalu lintas?

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan juga penelitian
yuridis normative,karena penelitian ini menggunakan bahan-bahan dari peraturan-
peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum normative lainnya, Bahan hokum
primer yang penulis gunakan yaitu : Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penggunaan Jalan Umum
Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas. Data sekunder yang digunakan dalam
penelitian ini meliputi : buku-buku, internet, pengumpulan data-data / literatur
yang ada di digital library dan manual library yang berkaitan dengan masalah
yang diangkat.

Dapat disimpulkan bahwa Walimahan termasuk sebagai penggunaan jalan
untuk kepentingan pribadi. Penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain
untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya. Jalan yang dapat
digunakan untuk kepentingan pribadi ini adalah jalan kabupaten, jalan kota, dan
jalan desa. Jika penggunaan jalan tersebut mengakibatkan penutupan jalan, harus
ada izin penggunaan jalan yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik
Indonesia (“Polri”’). Berdasarkan Pasal 17 Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012, yang
berisi tentang Cara memperoleh izin penggunaan jalan.
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ABSTRACT

Hikmah Lailatuts Tsuroyya, Nim 12210152, 2017. Use of Public Roads for
Proceedings in Community Perspectives of Islamic Law and
PERKAPOLRI Number 10 of 2012 on Road Usage Other than for
Traffic Activities. Script. Department of Al-Ahwalu Al-Syakhsiyyah,
Faculty of Shari'ah and Law, State Islamic University Maulana Malik
Ibrahim Malang.

Mentors; Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Keywords ; Public road, Walimahan, Society

It is not justified by the people or the people who commit an act that may
disrupt the function of the road. However, in addition, there are many violation
activities which resulted in disruption of the function of the road within the space
of the roads and roads owned by the road. Walimahan such as Wedding Reception
Events, circumcision parties, by installing tents that block some of the highways,
are activities that use part of the road including as a road use in addition to traffic
activities.

This study focuses 1) which says that the use of private roads is for
marriage, death or other activities. 2)on the Regulation of the Chief of Police of
the Republic of Indonesia Number 10 Year 2012 which regulates the Regulation
of Traffic in Certain Circumstances and the Use of Roads Other Than Traffic
Activities

The main purpose of this study is to find out how the regulations for
people conducting walimahan events in the community by using public roads
based on Perkapolri no. 10/2012 About Road Usage In addition to Traffic
Activities.

This research uses literature method and also normative juridical research,
because this research uses materials from written regulations or other normative
legal materials, Primary law materials that the author use are: Regulation of the
Chief of Police of the Republic of Indonesia No. 10 of 2012 About Public Road
Usage In addition to Traffic Activities. Secondary data used in this study include:
books, internet, data collection / literature in the digital library and manual library
related to the issues raised.

It can be concluded that Walimahan is included as a road use for personal
gain. Personal use of the road, among others, for weddings, deaths, or other
activities. Roads that can be used for this personal benefit are district roads, city
roads, and village roads. If such road use leads to road closures, there must be a
road use permit granted by the Indonesian National Police ("Polri"). Based on
Article 17 of Perkapolri No. 10 of 2012, which contains about How to obtain road
use permit

XVil
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dibentuk sebagai alat kontrol bagi masyarakat agar masyarakat
tidak melanggar peraturan atau norma yang berlaku di masyarakat, sehingga
tercapainya suatu rasa aman dan nyamandi dalam masyarakat. Sedangkan Jalan
umum adalah jalan yang diselenggarakan oleh Negara untuk mendukung
kepentingan umum. Dan sudah seharusnya penggunaan jalan umum untuk
kepentingan pribadi haruslah memiliki izin dari pihak kepolisian agar tidak
dikenakan sanksi pidana untuk penggunaan jalan tersebut.Bagian jalan tersebut

merupakan bagian-bagian yang sangat vital bagi pengguna jalan. Bila bagian jalan



tersebut terganggu oleh masyarakat yang menyelenggarakan acara untuk
kepentingan pribadinya, tentu fungsi jalan tidak tercapai secara optimal. Hal ini
juga akan menimbulkan kekacauan bagi para pengguna jalan yang melintas.

Tidak dibenarkan orang atau masyarakat yang melakukan suatu perbuatan
yang dapat mengganggu fungsi jalan.Namun, di samping itu, banyak sekali
aktivitas pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam
ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan. Pelanggaran-pelanggaran itu di
antaranya pelaksanaan atau penyelenggaraan acara resepsi pernikahan, acara
khitanan, atau acara-acara perayaan tertentu yang sudah menjadi kebudayaan
warga masyarakat Indonesia umumnya.Dari sekian banyak masyarakat yang
menggunakan jalan untuk aktivitasnya tersebut, tidak sedikit yang tidak memiliki
izin untuk menggunakan jalan sebagaimana dimaksud di atas. Padahal, untuk hal
ini ada peraturan yang mengikatnya, Walimahan seperti Acara Resepsi
Pernikahan, pesta khitanan, dengan memasang tenda yang menghalangi sebagian
jalan raya, merupakan kegiatan yang menggunakan bagian jalan termasuk sebagai
sebagai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.?

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu
dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintasyang berbunyi bahwa
penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan,
kematian atau kegiatan lainnya.Tetapi yang disayangkan adalah masyarakat yang

akan menggunakan jalan untuk kepentingan pribadinya, mengacuhkan atau

'Kurniawan Tri Wibowo, SH. 2011 Buku Hukum Lalu Lintas dan Jalan, Jakarta : Rajawali Pers. 57-62
*Subekti, Tata Tertib Penggunaan Jalan Umum (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2009),8



menyepelekan pengurusan izin yang sebenarnya memiliki sanksi pidana yang
diberikan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sesungguhnya pelanggaran fungsi jalan tersebut cukup mengganggu
pengguna jalan yang melintas.Keterbatasan lahan adalah masalah krusial di Kota-
kota besar. Salah satu penyebabnya adalah semakin banyaknya pembangunan
perkantoran dan rumah penduduk untuk menampung para perantau yang tengah
berburu rupiah di kota-kota besar.

Akibat keterbatasan lahan ini, masyarakat di Kota-kota besar tersebut
mengalami kesulitan untuk mengadakan pesta pernikahan ataupun acara-acara
lain yang membutuhkan lokasi yang besar untuk menampung tamu undangan.
Bagi orang kaya tentu hal ini tidak menjadi masalah. Mereka bisa menyewa
gedung ataupun hotel untuk melangsungkan acara pernikahan anaknya.
Berapapun biayanya akan dikeluarkan demi kelancaran pesta kedua
mempelai.Akan tetapi, keterbatasan lokasi ini sangat bermasalah bagi orang kecil.
Mereka tidak punya cukup biaya untuk menyewa gedung. Sehingga jalan umum
yang berada pas di depan rumahnya terkadang menjadi solusi alternatif untuk
tempat duduk tamu undangan.’

Akibat keterbatasan lahan ini, masyarakat di Kota-kota besar tersebut
mengalami kesulitan untuk mengadakan pesta pernikahan ataupun acara-acara
lain yang membutuhkan lokasi yang besar untuk menampung tamu undangan.
Bagi orang kaya tentu hal ini tidak menjadi masalah. Mereka bisa menyewa

gedung ataupun hotel untuk melangsungkan acara pernikahan anaknya.

*Sufiarna,Peraturan Jalan Umum dan Alternatif (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2009), 93



Berapapun biayanya akan dikeluarkan demi kelancaran pesta kedua
mempelai.Akan tetapi, keterbatasan lokasi ini sangat bermasalah bagi orang kecil.
Mereka tidak punya cukup biaya untuk menyewa gedung. Sehingga jalan umum
yang berada pas di di depan rumahnya terkadang menjadi solusi alternatif untuk
tempat duduk tamu undangan.

Bukan hanya orang kecil saja, orang kaya pun biasanya juga masih ada
yang menggunakan jalan umum yang ada di depan rumahnya untuk menggelar
pesta pernikahan dikarenakan mungkin sebabnya tidak mendapatkan bagian sewa
gedung ataupun hotel jadi jalan satu-satunya yaitu jalan umum yang tepat berada
di depan rumah mereka untuk menampung para tamu undangan. Hal ini tentu
membawa kemudharatan bagi masyarakat umum. Merekatidakbisa melewati

jalan tersebut seperti hari biasanya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk
membuat penelitian skripsi dengan judul “ Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara
Walimahan Di Masyarakat Perspektif Hukum Islam Dan Perkapolri Nomor 10
Tahun 2012 Tentang Peraturan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu

Lintas”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan jalan umum untuk

acara walimahan di masyarakat ?



2. Bagaimana peraturan penggunaan jalan umum bagi orang yang mengadakan
acara walimahan di masyarakat berdasarkan Perkapolri No. 10 Tahun 2012

tentang penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penggunaan
jalan umum untuk acara walimahan di masyarakat.

2. Untuk mengetahui bagaimana peraturannya bagi orang yang mengadakan
acara walimahan di masyarakat dengan menggunakan jalan umum
berdasarkan Perkapolri No. 10/2012 Tentang Penggunaan Jalan Selain untuk

Kegiatan Lalu Lintas

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini
adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu
pengetahuan hokum islam dan hokum positif dan memperluas wawasan
keilmuan penulis agar dapat dipakai sebagai kajian dalam menentukan
langkah kebijakan guna menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh
masyarakat terhadap penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang
dilaksanakan tanpa izin dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Secara praktis, dapat memberikan sumbangan pikiran bagi aparat penegak

hokum pidana khususnya dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh



masyarakat yang melakukan pelanggaran fungsi jalan yang mengakibatkan

terganggunya fungsi jalan.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu langkah-langkah yang harus dilakukan
oleh peneliti agar mendapatkan hasil yang akurat sehingga kebenarannya tidak
diragukan lagi. Oleh karena itu untuk mendapatkan data yang sesuai dengan
tujuan peneliti serta mempermudah mengembangkan data, maka faktor penting
yang harus diperhatikan adalah menyusun langkah-langkah metode penelitian.
Adapun langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan juga penelitian
yuridis normative,karena penelitian ini menggunakan bahan-bahan dari peraturan-
peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hokum normative lainnya yang
kemudian  peneliti  melakukanpemeriksaan  kebenarannya.Penelitian  ini
diorientasikan untuk mengungkap dan mendeskripsikan Penggunaan Jalan Umum
Untuk Acara Walimahan di Masyarakat Perspektif Hukum Islam dan Perkapolri
No. 10/2012 Tentang Penggunaan Jalan Umum Selain Untuk Kegiatan Lalu
Lintas
2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan data
Penelitian ini termasuk penelitian hokum normatif dikarenakan penelitian

ini jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan



(statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) bertujuan
mengungkapkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh. Pendekatan normatif
yang bersifat deskriptif adalah menggambarkan gejala-gejala di lingkungan
masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti,pendekatan yang dilakukan yaitu
pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data
deskriptif
3. Bahan Hukum
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer vyaitu bahan-bahan yang mengikat antara lain yaitu
sebagai berikut :
1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2012 Tentang Penggunaan Jalan Umum Selain Untuk Kegiatan
Lalu Lintas dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

3. 99 Kaidah Figh Kulliyah karya Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H

b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat membantu bahan
hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan didalamnya

diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku



yang berkaitan dengan Peraturan penggunaan jalan umum, internet, pengumpulan
literatur yang ada di digital library dan manual library

c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan
petunjukterhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti
kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.*

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data tersebut dapat peneliti lakukan dengan tahap-tahap

sebagai berikut :

a. Menentukan data yang akan dikumpulkan, yaitu identifikasi peraturan
perundang-undangan dari Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang
penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dan Undang-undang
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan, serta
klasifikasi dan sistematisasi bahan hokum sesuai permasalahan penelitian.

b. Mengidentifikasi judul-judul buku yang relevan dan berkaitan seperti buku
yang berjudul walimah,figh munakahah,buku tentang hukum dan
peraturan lalu lintas jalan

c. Membaca dan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan

permasalahan yang diangkat

4Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,
2009),13-14



5. Tekhnik Pengolahan Data

a. Editing
Untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh sudah
cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

b. Concluding
Langkah terakhir adalah concluding yaitu pengambilan kesimpulan dari
data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Dimana
Peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang
dilakukan. Peneliti pada tahap ini membuat kesimpulan-kesimpulan
menarik poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara
ringkas jelas dan mudah dipahami tentang ketentuan penggunaan jalan
umum untuk acara hajatan di masyarakat Perspektif Hukum Islam dan
Pekapolri No. 10/2012 Tentang Penggunaan Jalan Umum Selain Untuk

Kegiatan Lalu Lintas.’

F. Peneliti Terdahulu

Untuk menunjukkan orisinalitas penelitian yang akan dilakukan oleh
peneliti ini, akan dicantumkan penelitian yang bertemakan sama dengan penelitian
yang dilakukan. Berikut penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan :

Rini Sulistyowati (2009) yang berjudul “ Analisis Penegakan Hukum
Pidana Terhadap Pelanggaran yang Mengakibatkan Terganggunya Fungsi Jalan

(Studi Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)”. Metode penelitian yang

Speter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2009), 93
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dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Hasil
penelitian ini menyimpulkan bahwasannya penegakan hukum yang dilakukan oleh
masyarakat Polrest bandar lampung terkait pelanggaran hukum yang dilakukan
oleh masyarakat yang menggunakan sebagian atau seluruh fungsi jalan untuk
menyelenggarakan acara resepsi pernikahan dan upaya penanggulangannya.
Berbeda dengan penelitian ini yang merumuskan dari segi pandang Hukum Islam
dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012
Tentang Penggunaan Jalan Umum Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.®
Nazarrudin (2010) Mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang. penelitian ini tergolong dalam penelitian hokum
normative. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan
perundang-undangan. Metode analisis data yang digunakan adalah beberapa
bahan analisis data yang digunakan adalah beberapa bahan analisis sebagai
pedoman dalam mengolah data bahan skripsi.Adapun hasil dari penelitian ini
adalah bahwa sanksi hokum peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
mengatur transportasi khususnya pelayanan penumpang bus patas tidak berjalan
dengan baik sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi penumpang sebagai
pengguna jasa serta pelanggaran selalu terjadi secara berkelanjutan. Sedangkan
yang peneliti kaji adalah sanksi hokum yang diberikan oleh Pihak Kepolisian
Negara Republik Indonesia terhadap masyarakat yang melanggar peraturan
penggunaan jalan sehingga menimbulkan kemudharatan di masyarakat dan fungsi

jalan tidak tercapai secara optimal.

®Rini Sulistyowati, Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran yang Mengakibatkan
Terganggunya Fungsi Jalan (Studi Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)” 2009
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Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa sanksi hokum peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk mengatur transportasi khususnya Sanksi hokum
oleh Undang-undang tersebut sesuai dengan konsep ta’zir dalam islam yang
identik dengan criteria hukuman ta’zir tersebut.’

Miftahul Huda (2013) Mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian
normative yang bersifat deskriptif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual
(Conceptoal approach). Sumber datanya meliputi data sekunder, yang terdiri dari
bahan hokum primer, sekunder dan tersier. Tekhnik pengumpulan data yang akan
digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Metode analisis data yang
digunakan adalah analisis data kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
peraturan Wali Kota Malang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan
menetapkan tariff sama rata baik jarak dekat maupun jarak jauh. Artinya semua
penumpang harus membayar dengan tariff yang sama atas pelayanan jasa
angkutan yang mungkin saja berfariasi antara penumpang satu dengan lainnya.
Pemilihan jenis struktur dalam system pembayaran tariff berkaitan erat dengan
hak dan kewajiban antara pihak pengguna dan penyedia jasa angkutan. Sementara
konsep keadilan dalam islam melarang melarang adanya penyamarataan antara
hak dan kewajiban. Oleh karena itu penetapan tariff ini dinila tidak memenuhi
konsep keadilan dalam islam. Penetapan tariff yang sama atas layanan jasa

angkutan yang berbeda tersebut dapat merugikan kedua pihak baik pengguna

"Nazarrudin, sanksi hokum peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur transportasi
khususnya pelayanan penumpang bus patasberdasarkan konsep ta zir (Fakultas Syari’ah UIN Malang )2010
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maupun penyedia jasa angkutan. Pada pengangkutan jarak dekat akan merugikan
pihak pengguna jasa angkutan, sedangkan pada pengangkutan jarak jauh akan
merugikan pihak penyedia jasa angkutan.Dalam penelitian ini memaparkan
tentang Tarif Angkutan menetapkan tariff sama rata baik jarak dekat maupun
jarak jauh. Artinya semua penumpang harus membayar dengan tariff yang sama
atas pelayanan jasa angkutan yang mungkin saja berfariasi antara penumpang satu
dengan lainnya. Pemilihan jenis struktur dalam system pembayaran tariff
berkaitan erat dengan hak dan kewajiban antara pihak pengguna dan penyedia jasa
angkutan. Sementara konsep keadilan dalam islam melarang melarang adanya
penyamarataan antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu penetapan tarif ini
dinila tidak memenuhi konsep keadilan dalam islam. Penetapan tarif yang sama
atas layanan jasa angkutan yang berbeda tersebut dapat merugikan kedua pihak
baik pengguna maupun penyedia jasa angkutan. Sedangkan yang peneliti kaji
adalah tentang peraturan penggunaan jalan umum untuk acara walimahan atau
kepentingan pribadi, maka jalan yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan
acara pribadi tersebut adalah jalan kapubaten, jalan kota, dan jalan desa. Dan
Hukum Islam ada yang melaran dan membolehkan tapi dengan beberapa syarat
sehingga tidak menimbulkan kemudharatan di masyarakat.®

Selanjutnya Daftar Penelitian terdahulu disajikan dalam Tabel 1.1.

*Miftahul Huda, peraturan Wali Kota Malang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan menetapkan tariff
sama rata baik jarak dekat maupun jarak jauh.(Fakultas Syari’ah UIN Malang ) 2013



Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

No. Penulis Judul Jenis Pendekatan Hasil

1. | Rini Sulistyowati Analisis Penegakan Hukum Pidana | Empiris Pendekatan Pendekatan Hukum yang dilakukan
terhadap Pelanggaran yang | (lapangan) Studi Lapangan | oleh  masyarakat  Pglres  Bandar
Mengakibatkan Terganggunya Lampung terkait Pelanggaran Hukum
Fungsi Jalan (Studi Wiilayah yang dilakukan oleh masyarakat yang
Hukum Polresta Bandar Lampung) menggunakan sebagian—atau seluruh

fungsi jalan untuk menyelenggarakan
acara resepsi pernikahan dan upaya
penanggulangannya.

2. | Nazaruddin Sanksi Hukum dalam Undang- | Normatif Pendekatan Sanksi  Hukum Perundang-undangan
undang Nomot 22 Tahun 2009 | (Kepustakaan) | perundang- yang  berlaku  untuk=  mengatur
tentang Lalu Lintas dan Angkutan undangan transportasi  khususnya= pelayanan
Jalan, Perspektif Konsep Ta’zir penumpang bus patas tidak berjalan
dalam Islam dengan baik sehingga rymenimbulkan

ketidakadilan bagi penumpang sebagai
pengguna jalan serta pelanggaran selalu
terjadi berkelanjutan.

3. | Miftahul Huda Peraturan Wali Kota Malang | Normatif Pendekatan Semua penumpang hartis membayar
Nomor 24 Tahun 2013 tentang | (Kepustakaan) | perundang- dengan tarif yang sama atas pelayanan
Tarif Angkutan. menetapkan Tarif undangan dan | jasa angkutan yang mungkin saja
Sama Rata Baik Jarak Dekat Pendekatan bervariasi anatara penumpang satu
maupun Jarak Jauh Konseptual dengan lainnya.

€T



G. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab | : Pendahuluan, Merupakan bab yang pertama dalam penulisan karya
ilmiah ini, agar tujuan dari penelitian benar-benar tercapai. Bab Pendahuluan ini
mencakup latar belakang masalah, dimana hal ini juga menjelaskan kesenjangan
yang terjadi diantara keduanya. Selain itu dari gambaran latar belakang masalah
dapat diidentifikasi agar masalah juga dapat dirumuskan. Hasil dari rumusan
masalah ini oleh peneliti dijadikan sebagai bahan tolak ukur untuk menyelesaikan
penelitian ini dan bisa memperoleh hasil yang berkualitas.

Bab Il : Selanjutnya untuk memperoleh hasil yang maksimal dan untuk
mendapatkan hal yang baru, maka peneliti memasukkan kajian teori sebagai salah
satu perbandingan dari penelitian ini. Dari kajian teori diharapkan sedikit
memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan
dalam objek penelitian. Kajian teori ini akan disesuaikan dengan permasalahan
atau lapangan yang diteliti. Sehingga teori tersebut dijadikan sebagai analisi untuk
menjelaskan dan memberikan interpretasi bagian data yang telah dikumpulkan.

Bab Il : Hasil Penelitian dan Pembahasan, Pada bab ini diuraikan data-
data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literature yang kemudian diedit
diklasifikasi dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah
ditetapkan.

Bab IV : Penutup, Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan

dan saran.

14
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BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka adalah untuk mengorganisasikan penemuan-penemuan
peneliti yang pernah dilakukan. Hal ini penting karena pembaca akan dapat
memahami mengapa masalah atau tema diangkat dalam penelitiannya. Di
samping itu kajian pustaka juga bermaksud untuk menunjukkan bagaimana
masalah tersebut dapat dikaitkan dengan hasil penelitian dengan pengetahuan
yang lebih luas.

Berikut ini dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang

digunakan dalam penelitian skripsi ini :

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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A. Pengertian Walimah

Walimah berarti penyajian makanan untuk acara pesta. Ada juga yang
mengatakan, walimah berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk
acara pesta atau lainnya. Dengan kata lain walimah juga dikenal dengan istilah
syukuran atau selamatan.Di Indonesia ini Kita sering melihat dan melaksanakan
berbagai macam walimah yang tak jarang juga tercampur dengan tradisi dan
bukan semata seperti sunnah yang dijalankan Rasulullah SAW. bahwa Nabi

Salallahu Alaihi Wassalam pernah berkata kepada Abdurrahman bin Auf:

(Olapill o) 5 ) . 3Ly s T

Artinya : "Adakan walimah,(dalam pernikahan) meski hanya dengan dengan satu
kambing." (Muttafaqun Alaih).
Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa Rasulullah SAW pernah melihat

bekas kuning pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau bertanya:

08 555a il e o gDl die e ) ga (ol G el g ol e
(Bl e 81 0 Gle BN SR ) AT D G cJB 91 G
ANOR TR IPPA P IRC AT g

Artinya : Dari Anas RA, bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah melihat bekas
kuning-kuning pada Abdurrahman bin Auf, lalu beliau bertanya, "apa ini?"Wahai
Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita dengan (mas kawin) seberat biji
emas,” jawab Abdurrahman. Lalu beliau mengucapkan: "Mudah-mudahan Allah

memberkati kalian. Adakanlah walimah, meski hanya dengan seekor kambing."
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(HR. At-Tirmidzi). Imam At-Tirmidzi mengatakan, "ini merupakan hadits hasan
sahih."

Jumhur ulama berpendapat, bahwa walimah merupakan suatu hal
yangsunnah dan bukan wajib. Tentang macam-macam walimah (undangan
makan) secara rinci, antara lain dijelaskan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar
rahimahullah di dalam kitab Fat-hul Bari Syarh Shahih Bukhari. Beliau

menyatakan bahwa An Nawawi rahimahullah, yang mengikuti Al Qadhi ‘Iyaadh
rahimahullah, menyebutkan walimah itu ada 9 macam:

1. Al-I’dzar atau al ‘udzrah, yaitu walimah karena khitan

2. A-‘Aqiiqah, walimah karena kelahiran

3. Al-Khursh walimah karena keselamatan wanita dari perceraian. Ada yan

menyatakan, al-khursh adalah walimah karena kelahiran.

Al-‘Aqiigah, Walimah kelahiran khusus hari ke tujuh.

5. An-naqii’ah, walimah karena kepulanan orang yang bepergian. Ada yang
menyatakan, an naqii’ah adalah walimah yang dibuat oleh orang yang dating
(dari safar).

6. Al-Wadhiimah, walimah di saat musibah.

Al-Ma’dubah walimah yang diadakan tanpa sebab.

8. Walimah, undangan makan pernikahan. Ada yang menyatakan, walimah
adalah undangan makan setelah dukhul (pengantin baru menggauli isterinya).
Adapun undangan makan imlaak (ijab gabul, acara pernikahan) dinamakan
asy syundukh atau asy syundakh. (Kemudian Al Hafizh menambahkan jenis
walimah lainnya yaitu;)

9. Al-Hidzaag, Undangan makan yang dibuat di saat anak kecil pintar (ahli).

&

=~

Walimah-walimah yang disebutkan oleh para ulama di atas, hukum
asalnya adalah mubah, karena walimah termasuk urusan keduniaan. Yaitu urusan
yang biasa dilakukan oleh manusia karena bermanfaat di dunia ini. Karena
hukumnya mubah, maka jangan sampai dianggap sunnah, apalagi wajib, sehingga
orang yang meninggalkannya dicela. Atau menganggapnya makruh atau haram,

sehingga orang yang melakukannya dicela. Kecuali walimah yang diperintahkan

°HR. Imam At-Tirmidzi, Kumpulan Hadist Bukhori Musli, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), 97-99
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atau dianjurkan oleh agama, sehingga menjadi ibadah wajib atau mustahab. Atau
walimah yang dilarang, sehingga manjadi haram atau makruh.°
1. Tradisi Tsyakuran atau Walimah

Sudah menjadi tradisi di seluruh penjuru nusantara, ketika
menyelenggarakan acara sunatan, maka mengadakan (walimatul Khitan)
tasyakuran khitanan, acara kemantin dimeriahkan dengan walimatul ‘arus, ketika
selesai mendirikan sebuah bangunan juga mengadakan walimah, atau ketika
mendapatkan rejeki lalu mengadakan tasyakuran atau walimah, baik tasyakuran
itu dimeriahkan secara sederhana atau dengan istimewa. Bagaimanakah tradisi
budaya acara tasyakuran atau walimah tersebut dalam pandangan figih?Dalam
pandangan figih tradisi budaya acara tasyakuran tersebut tidaklah bertentangan
dengan syari’at Islam, sebab tasyakuran tersebut termasuk salah satu jenis
walimah yang dianjurkan oleh ajaran Islam sebagaimana hadits Nabi :

Al o) 5 5) | 3L S AT

Artinya: “Adakanlah walimah (dalam pernikahan)” sekalipun hanya dengan

seekor kambing” (Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Musnad al-Thayalisi, dan
banyak terdapat pada kitab hadits-hadits yang lain).**

2. Adab-adab Dalam Memenuhi Undangan
Ada beberapa adab yang harus diperhatikan dalam memenuhi
undangan.Yaitu:

a. Tidak sekedar untuk memuaskan nafsu perut teta[l harus diniati untuk
mengikuti perintah syari’at menghormati saudaranya, menyenangkan hatinya,

19 usi Intan Maolani, “Walimah” Makalah disajikan pada intership Hukum Perkawinan Islam | tnggal 17
desember 2015 (Bandung : UIN Sunan Gunung Jati,2015) 10-12
!shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Musnad al-Thayalisi, .13-15
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mengunjunginya dan menjaga dirinya dari timbulnya buruk sangka jika dia
tidak memenuhi undangan itu.

Mendo’akan tuan rumah jika sudah selesai makan dan mendoakan yang
mengadakan walimah tersebut.

Tidak memenuhi undangan jika disana ada kedurhakaan. Dan lain sebagainya
termasuk ada baiknya membantu dengan harta bagi kerabat yang kaya dalam
penyelenggaraan walimah.

Tidak boleh mengganggu dan membuat kerusakan pada kepentingan umum
terutama di jalan raya, sampai menimbulkan kemacetan dan kemudhorotan.*2

Hukum Menghadiri Walimah Nikah

Menghadiri undangan walimah nikah hukumnya wajib (fardhu’ain),

berdasarkan hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari :Jika salah satu diantara

kalian di undang untuk menghadiri walimah (nikah) maka hadirilah!Meskipun

demikian, para ulama mengatakan bahwa ada beberapa syarat yang harus di

penuhi untuk undangan walimah. Jika tidak terpenuhi, maka menyebabkan

menghadiri walimah nikah menjadi tidak wajib, inilah syaratnya :

a.

Pihak mengundang adalah seorang muslim. Dengan demikian tidak wajib
untuk datang jika yang mengundang adalah seorang non muslim. Hukumnya
sunnah saja jika yang mengundang adalah non muslim (kafir dimni).

Pihak yang mengundang memberikan undangan bukan karena takut pada yang
diundang atau mengharapkan bantuannya untuk suatu kejahatan baik dengan
harta ataupun jabatannya. Jika seperti itu, maka hukumnya tidak wajib.

Yang diundang tidak meminta izin untuk tidak hadir pada yang mengundang.
Jika meminta izin dan memberi tahu bahwa dia tidak bias dating, maka tidak
berdosa jika tidak hadir.

Tidak ada undangan yang mendahuluinya. Jika ada undangan lain yang
datangnya terlebih dahulu, maka wajib atas mendahulukannya. Jika undangan
ternyata dating pada saat yang bersamaan, maka harus mendahulukan yang
dating dari kerabatnya, maka yang diutamakan adalah yang lebih dekat
rumahnya.*®

12Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Figh Wanita Edisi Lengkap, (Pustaka Al-Kautsar, Oktober 2011). 67-

70

BMajalah As-Sunnah Edisi Khusus/Tahun VI111/1427/2006m. 22-25
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B. Pengertian Jalan Umum
Jalan yang diselenggarakan oleh Negara untuk kepentingan umum dan
prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan

pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

1. Kategori Jalan

a. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan,
penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-
undagnan jalan.

b. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis,
pelayanan,pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan
pengembangan jalan.

c. Pengembangan jalan adalah kegiatan pemograman dan penganggaran,
perencanaan teknis,pelaksanaan  kontruksi, serta pengoperasian dan
pemeliharaan jalan.

d. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib
pengaturan, pembinaan, dan pengembangan jalan.

e. Penyelenggaraan jalan adalah pihak yang melakukan peraturan, pembinaan,
pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

f. Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan
pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan
sebanding serta dilengkapi dengan pafar ruang milik jalan.'*

2. Bagian Jalan
Bagian Jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas,
median, dan bahu jalan.

a. Ruang Manfaat Jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang
pengamannya.

b. Ruang Milik Jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di
luar ruang manfaat jalan. Ruang milik jalan merupakan ruang sepanjang jalan
yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

c. Ruang Pengawasan Jalan merupakan ruang tertentu di luar tertentu di luar
ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan
penyelenggara jalan. Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan

Yperaturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012
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bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi
: 15
jalan.

3. Kelompok Jalan Umum
Pengelompokan jalan umum menurut statusnya adalah:

a. Jalan Nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem
jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan
strategis nasional, serta jalan tol.

b. Jalan Provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer
yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/ kota, atau
antar ibukota kabupaten/ kota, dan jalan strategis provinsi.

c. Jalan Kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer
yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar
ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar
pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder
dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

d. Jalan Kota, merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder
yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan
pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta
menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.

e. Jalan Desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/ atau
antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Sedangkan jalan
khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi badan usaha, perseorangan
atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.*°

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengelompokkan jalan sesuai kelasnya
adalah:

a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan
bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu Ilima ratus)
milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu)
milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan

muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.

Bym Bemmelen, Jalan dan Peraturan Lalu Lintas Umum , (Bandung : Binacipta, 1987), 17
18| eden Marpaung, Pengelompokan Jalan Umum , (Jakarta : Sinar Grafika. 2005), 2
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b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat
dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua
ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas
ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter,
dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

c. Jalan kelas l1ll, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat
dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua
ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (Sembilan ribu)
23 milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan

muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.'’

C. Tujuan Peraturan Penyelenggaraan Jalan
Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk:

a. Mewujudkan ketertiban dan kepastian dalam penyelenggaraan jalan

b. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.

c. Mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian
layanan kepada masyarakat

d. Mewujudkan pelayanan jalan yang handal dan prima serta berpihak pada
kepentingan masyarakat.

e. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna
untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu

f.  Mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.

1. Peraturan Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimahan Di Masyarakat
Penggunaan jalan untuk pesta pernikahan termasuk sebagai penggunaan

jalan untuk kepentingan pribadi. Jika penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi

tersebut mengakibatkan penutupan jalan, maka penggunaan jalan dapat diizinkan

17Undanng-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
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apabila ada jalan alternative dan harus ada izin penggunaan jalan yang diberikan
oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.Pesta pernikahan dengan memasang
tenda yang menghalangi sebagian jalan raya termasuk sebagai penggunaan jalan
selain untuk kegiatan lalu lintas.

Mengenai hal ini dapat dilihat ketentuannya dalam Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 tentang
Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain
Untuk Kegiatan Lalu Lintas.'®

Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas adalah kegiatan yang
menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari
jalan.Penggunaan jalan untuk pesta pernikahan termasuk sebagai penggunaan
jalan untuk kepentingan pribadi.

Penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan,
kematian, atau kegiatan lainnya.Jika penggunaan jalan tersebut mengakibatkan
penutupan jalan, harus ada izin penggunaan jalan yang diberikan oleh Kepolisian
Negara Republik Indonesia. Polri nantinya akan bertanggung jawab menempatkan
petugas pada ruas jalan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan
kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.*

2. Penegakan Sanksi Terhadap Pelanggar Pengguna Jalan

*Nawawi Arief, Peraturan Penyelenggaraan Jalan Umum ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), 87-88

Y etezia Tobing, S.H., M.Kn, “Auran Penggunaan Jalan Untuk Pesta Pernikahan dan Kepentingan Pribadi
Lainnya”  http://m.hukumonline.com/2013/07/2013/aturan-penggunaan-jalan-untuk-pesta-pernikahan-dan-
kepentingan-pribadi-lainnya/, diakses tanggal 23 januari 2017

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG


http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/nprt/1060/uu-no-22-tahun-2009-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/nprt/1060/uu-no-22-tahun-2009-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan
http://m.hukumonline.com/2013/07/2013/aturan-penggunaan-jalan-untuk-pesta-pernikahan-dan-kepentingan-pribadi-lainnya/
http://m.hukumonline.com/2013/07/2013/aturan-penggunaan-jalan-untuk-pesta-pernikahan-dan-kepentingan-pribadi-lainnya/
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Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan,
termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu
lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah
permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta
api, jalan lori dan jalan kabel. Jalan sebagai bagian prasarana transportasi
memiliki peran yang penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan
hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan adanya jalan yang diselenggarakan pemerintah, masyarakat
dipermudah untuk melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Namun di samping itu,
banyak sekali pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Salah
satunya adalah penyelenggaraan acara resepsi pernikahan yang menggunakan
sebagian atau seluruh fungsi jalan, yang dapat mengganggu terselenggaranya
fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan.?°

Dari sekian banyak masyarakat yang menggunakan jalan untuk
kepentingan pribadinya, tidak sedikit yang tidak memiliki izin untuk
menggunakan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas. Padahal, untuk hal ini
telah ada peraturan yang mengikatnya, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 12
ayat (1), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (3) UndangUndang Nomor 38 Tahun
2004 yang berbunyi :

(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan

terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.

293 M. van Bemmelen, Hukum Pidana | : Hukum Pidana Material Bagian Umum, (Bandung : Binacipta 1987) 27-29
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(2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan
terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.

(3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan
terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.?

Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
adalah: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang
mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara
paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000
(satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang
mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara
paling lama 9 (Sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan
perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/ atau gangguan fungsi jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan penjara paling
lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat
juta rupiah).?

1B arda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana ( Bandung, Citra Aditya Bakti 1996), 117-118
22Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
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PAPARAN DAN ANALISA DATA

A. Pandangan Hukum Islam Mengenai Penggunaan Jalan Umum Untuk

Acara Walimahan di Masyarakat.

Sering dijumpai umat muslim menggelar walimahan baik pesta
pernikahan, khitanan, agigah, bahkan pengajian di jalan umum. Ini lantaran tidak
adanya cukup ruang untuk menggelar hajatan tersebut. Meski sudah terdapat
gedung yang bisa disewa, tidak semua orang mampu. Mungkin bagi mereka
dengan rezeki melimpah, dapat menggelar hajatan pribadi di gedung. Lantas,
bagaimana bagi mereka yang kurang mampu apakah tidak boleh menggelar
walimahan hanya karena tidak dapat menyewa gedung. Banyak kitab rujukan

figih tidak membolehkan menggelar hajatan di jalan umum.

26
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Dasarnya walimahan tersebut dinilai mengganggu kepentingan umum
yaitu banyak pengguna jalan tidak bisa melintas. Dalam hal berkaitan dengan
permasalahan mengenai penggunaan jalan umum untuk acara walimahan di
masyarakat, dalam beberapa literature figih disebutkan bahwa jalan umum tidak
boleh digunakan untuk kepentinga pribadi atau apapun yang bisa mengganggu
ketertiban umum atau ketenangan orang lain. Berikut di bawah ini dijelaskan

beberapa peraturan hokum islam.?

1.  Hukum Islam Yang Melarang Menggunakan Jalan Umum Untuk

Kepentingan Pribadi

Dalam hal berkaitan dengan permasalahan mengenai penggunaan jalan
umum untuk acara walimahan di masyarakat, dalam beberapa literature figih
disebutkan bahwa jalan umum tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi
atau apapun yang bias mengganggu ketertiban umum atau ketenangan orang lain.
Seperti yang sudah diatur dalam Dalil Al-Qur’an Surah Yunus Ayat 10 berikut

yang berbunyi :

e 3 Gl G0 I B s 0 3 sk b 1 gl el
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“Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat

kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, sesungguhnya

23Lusy Intan Maoolani, “Walimah” , Makalah disjikan pada interhsip Hukum Perkawinan Islam I, tanggal 17 Desember 2015 (Bandung : UIN Sunan
Gunung Djati, 2015) 10-12
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(bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri; (hasil kezalimanmu) itu
hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu

Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. “(QS. Yunus : 10).

Ayat di atas menegaskan hukumnya haram berbuat zalim dan saling
menzalimi. Mengganggu atau membuat keresahan di tempat kepentingan umum
adalah termasuk menzalimi hak orang lain, maka hukum orang mengganggu dan
membuat keresahan meskipun dengan alasan untuk dakwah atau membuat acara
yang sifatnya meresahkan orang lain ditempat umum seperti di jalan raya
hukumnya Haram.**

Dan adapula kaidah-kaidah figh ;
:~.1/ ¥ x\ ;gﬂ; :Ua 2o - /'i//r )X\ :«)i}:T.
“Segala urusan umat Islam harus membawa kepada hal-hal yang baik.”
Maka dari kaidah ini disimpulkan bahwa, kepentingan umat Islam meskipun

tujuannya yang baik, jika dampaknya dapat meresahkan terhadap kepentingan

umum yang lebih besar maka hukumnya tidak boleh.>
Ll {5 lladd) L k13

“Apabila terjadi adanya bertentangan kepentingan (kemaslahatan umat), maka
didahulukanlah kepentingan yang lebih mendasar (kepentingan yang lebih

besar).”

24 Qs Yunus (10) : 23, 37
#Setiawan, Wahyu. 2009. Terjemah Qowa 'id Fighiyyah. Jakarta : Amzah, 57-59
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Maka dari kaidah ini disimpulkan bahwa kemaslahatan umum harus lebih
diutamakan daripada kepentingan yang lebih kecil, apalagi sifathya dapat
meresahkan atau mengganggu ketertiban umum, seperti menggunakan jalan

umum sehingga terjadinya kemacetan yang panjang.?®

2. Hukum Islam Yang Membolehkan Menggunakan Jalan Umum Untuk

Kepentingan Pribadi

Namun dalam beberapa kasus, menggunakan jalan umum diperbolehkan
dengan beberapa syarat. Persyaratan ini dijelaskan oleh Sulaiman bin Umar bin
Mansur al-‘Ujaili al-Azhari, yang populer dengan nama Jamal, dalam

kitabnya Hasyiyah Jamal ‘Ala Syarhi Minhaj menjelaskan,

oAl gyl Hlate (813 (pda eSS Bale Jaiag ) jua yiing ans
ah o gall day 5y Ll saa aky o€ 55130 8 lanll 4 3 jlaall 5180,

Sl sl dala

“Namun, dimaafkan beberapa kemudharatan yang dianggap lumrah oleh
masyarakat, seperti penggalian tanah yang berdekatan dengan jalan umum atau

meletakkan batu pembangunan, selama masih menyisakan sebagian jalan untuk

*Mubarok, Jaih. 2002. Kaidah Figh (Sejarah dan Kaidah Asasi). Jakarta : PT Raja 5 Grafindo Persada 36-42
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dilalui orang lain. Begitu juga dengan memarkir kendaraan di pinggir jalan untuk
sekedar menaikan dan menurunkan penumpang.”27

Dan persyaratan yang berikutnya dijelaskan di dalam kitab Figih Islam Wa

Adilatuhu Karya Dr. Wahbah az-Zuhaily berikut yang berbunyi:

ka5l il 5 ey 4adl)
U X85 Wy o) DRI aiall 5875 o5 b el UL 5F sl Calsly AT
U o U3 eapalily ) imlll 2ae s Gl 50 () cla g

SR (e 438 AU 1 S8 (V) Vg

Terjemah :”Boleh sescorang memarkir kendaraan atau membuat stan di jalan
dengan dua syarat: (1) Ada jaminan keselamatan, (2) Mendapatkan ijin dari hakim
(instansi yang berwenang).”

Jadi, menggunakan fasilitas umum, seperti jalan umum, untuk kegiatan
dan aktifitas tertentu diperbolehkan selama disisakan sebagian jalan yang bias
dilewati orang lain atau bias juga dengan memberikan jalur alternative kepada

orang yang akan melewati jalan tersebut.?®

#’Sulaiman bin Umar bin Mansur al-‘Ujaili al-Azhari, 1991 kitab Figh Hasyiyah Jamal ‘Ala Syarhi Minhaj .
60-61
*®Dr. Wahbah az-Zuhaily, 1982 kitab Figih Islam Wa Adilatuhu, 55-59
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B. Peraturan Penggunaan Jalan Umum Selain Untuk Kegiatan Lalu

Lintas berdasarkan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012

Pesta pernikahan dengan memasang tenda yang menghalangi sebagian
jalan raya termasuk sebagai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.
Mengenai hal ini dapat dilihat ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) dan Peraturan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 tentang
Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain
Untuk Kegiatan Lalu Lintas (“Perkapolri 10/2012”).Penggunaan jalan selain
untuk kegiatan lalu lintas adalah kegiatan yang menggunakan ruas jalan sebagian
atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan.?®

Penggunaan jalan untuk pesta pernikahan termasuk sebagai penggunaan
jalan untuk kepentingan pribadi. Penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara
lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya. Jalan yang dapat
digunakan untuk kepentingan pribadi ini adalah jalan kabupaten, jalan kota, dan
jalan desa.Jika penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tersebut
mengakibatkan penutupan jalan, maka penggunaan jalan dapat diizinkan apabila
ada jalan alternatif.Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif tersebut harus
dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara. Jika penggunaan jalan tersebut
mengakibatkan penutupan jalan, harus ada izin penggunaan jalan yang diberikan
oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”).Polri nantinya akan

bertanggung jawab menempatkan petugas pada ruas jalan untuk menjaga

29Undang-unda\ng Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012
Tentang Penggunaan Jalan Umum Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas


http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/nprt/1060/uu-no-22-tahun-2009-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/nprt/1060/uu-no-22-tahun-2009-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan
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keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan
jalan. Sedangkan pengguna jalan di luar fungsi jalan ini bertanggung jawab atas
semua akibat yang ditimbulkan.

Tidak dibenarkan orang atau masyarakat yang melakukan suatu perbuatan
yang dapat mengganggu fungsi jalan.Namun, di samping itu, banyak sekali
aktivitas pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam
ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan. Pelanggaran-pelanggaranitudi
antaranya pelaksanaan atau penyelenggaraan acara resepsi pernikahan, acara
khitanan, atau acara-acara perayaan tertentu yang sudah menjadi kebudayaan
warga masyarakat Indonesia umumnya.

Dari sekian banyak masyarakat yang menggunakan jalan untuk
aktivitasnya tersebut, tidak sedikit yang tidak memiliki izin untuk menggunakan
jalan sebagaimana dimaksud di atas. Padahal, untuk hal ini ada peraturan yang
mengikatnya, Walimahan seperti Acara Resepsi Pernikahan, pesta khitanan,
dengan memasang tenda yang menghalangi sebagian jalan raya, merupakan
kegiatan yang menggunakan bagian jalan termasuk sebagai sebagai penggunaan

jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.*

BerdasarkanPeraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu
dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas yang tercantum dalam
Pasal 1 angka 9 yang berbunyi bahwa penggunaan jalan yang bersifat pribadi

antara lain untuk pesta perkawinan, kematian atau kegiatan lainnya, maka jalan

30Meljatn, Kebijakan Penggunaan Jalan (Jakarts : Rieneka Cipta , 2008) 54-60
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yang dapat digunakan yaitu Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa. Tetapi
yang disayangkan adalah masyarakat yang akan menggunakan jalan untuk
kepentingan pribadinya, mengacuhkan atau menyepelekan pengurusan izin yang
sebenarnya memiliki sanksi pidana yang diberikan pihak Kepolisian Negara
Republik Indonesia.*

Pengurusan lIzin Menggunakan Jalan Selain Untuk Kepentingan Selain
Lalu Lintas Berdasarkan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penggunaan
Jalan Umum Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu
Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, Penggunaan Jalan
Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas adalah kegiatan yang menggunakan ruas jalan
sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan. Penggunaan jalan untuk
acara resepsi pernikahan termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan
pribadi. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam
Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas yang
mengatakan bahwa penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta
perkawinan, kematian atau kegiatan lainnya. Jalan yang dapat digunakan untuk
kepentingan pribadi ini adalah jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa.

Izin penggunaan jalan ini akan diberikan oleh menteri yang bertanggung

jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Jika penggunaan jalan untuk

31Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 1 Angka 9
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kepentingan pribadi tersebut mengakibatkan penutupan jalan, maka penggunaan
jalan dapat diizinkan apabila ada jalan yang memiliki kelas jalan yang sekurang-
kurangnya sama dengan jalan yang ditutup. Pengalihan arus lalu lintas ke jalan
tersebut harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara. Apabila
penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas sampai mengakibatkan
penutupan jalan, kepolisian akan menempatkan petugas yang berwenang pada
ruas jalan dimaksud untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan

Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, izin

penggunaan tersebut akan diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Cara memperoleh izin penggunaan jalan tersebut adalah dengan mengajukan

permohonan secara tertulis kepada :

1. Kapolda setempat yang dalam pelaksanannya dapat didelegasikan kepada
Direktur Lalu Lintas, untuk kegiatan yang menggunakan Jalan Nasional dan
Jalan Provinsi

2. Kapolres/Kapolresta setempat, untuk kegiatan yang menggunakan jalan
Kapubaten/Kota

3. Kapolsek/Kapolsekta untuk kegiatan yang menggunakan jalan Desa.
Permohonan tersebut diajukan palinglambat tiga (3) hari kerja sebelum waktu
pelaksanaan. Permohonan tersebut diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sebelum waktu pelaksanaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. Foto kopi KTP penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan
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b. Waktu penyelenggaraan

c. Jenis kegiatan

d. Perkiraan jumlah peserta

e. Peta lokasi kegiatan serta jalan alternative yang akan digunakan
f.  Surat rekomendasi dari;

1) Satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan
pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan jalan nasional
dan provinsi

2) Satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi
urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan jalan
kabupaten/kota

3) Kepala desa/lurah untuk penggunaan jalan desa atau lingkungan.

Jadi pada dasarnya seseorang dapat mengadakan pesta pernikahan dengan
memasang tenda yang menghalangi sebagian jalan raya selama dia telah
mendapatkan  izin  penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu
lintas.Menggunakan jalan di depan rumah atau menutup sebagian akses jalan
untuk menggelar acara yang bersifat pribadi secara hukum diperbolehkan, asal
tahu aturan mainnya.

Kegiatan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam

Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas, serta


http://www.gaikindo.or.id/wp-content/uploads/2015/05/UU-No-22-Tahun-2009-TTG-Lalu-Lintas-Dan-Angkutan-Jalan.pdf
https://drive.google.com/file/d/0BzfTp-2YIRmoRXNFSDMyZ1Uta28/view
https://drive.google.com/file/d/0BzfTp-2YIRmoRXNFSDMyZ1Uta28/view
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas
Jalan.

Yang dimaksud penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas seperti
yang tercantum dalam Pasal 1 angka 9 Perkapolri 10/2012 adalah kegiatan yang

menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utamanya.*

32Perkapolri Noomoor 10 Tahun 2012 Pasal 17


http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pp/1993/pp_no_43_tahun_1993.pdf

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis yang ada pada Bab-bab sebelumnya,
dapat diambil kesimpulan mengenai Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara
Walimahan di Masyarakat Perspektif Hokum Islam dan Perkapolri Nomor 10
Tahun 2012 Tentang Penggunaan Jalan Umum Selain Untuk Kegiatan Lalu
Lintas, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya walimahan tersebut menurut hukum Islam dinilai
mengganggu kepentingan umum yaitu banyak pengguna jalan tidak bisa
melintas. Dalam hal berkaitan dengan permasalahan mengenai penggunaan

jalan umum untuk acara walimahan di masyarakat, dalam beberapa literature

37
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figih dan hukum Islam, disebutkan bahwa jalan umum tidak boleh digunakan
untuk kepentingan pribadi atau apapun yang bisa mengganggu ketertiban
umum atau ketenangan orang lain. Pandangan hukum Islam terhadap
penggunaan jalan umum untuk acara walimahan di masyarakat, ada yang
melarang dan adapula yang membolehkan tetapi dengan beberapa syarat
tertentu. Salah satu syaratnya yaitu; menggunakan fasilitas umum, seperti
jalan umum, untuk kegiatan dan aktifitas tertentu diperbolehkan selama
disisakan sebagian jalan yang bisa dilewati orang lain atau bisa juga dengan
memberikan jalur alternative kepada orang yang akan melewati jalan tersebut
Bahwa peraturan penggunaan jalan umum bagi orang yang mengadakan acara
walimahan di masyarakat berdasarkan Perkapolri Nomor 10 Tahun
2012,Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas adalah kegiatan yang
menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari
jalan.Walimahan termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan
pribadi. Penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta
perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya. Jalan yang dapat digunakan
untuk kepentingan pribadi ini adalah jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan
desa.Jika penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tersebut mengakibatkan
penutupan jalan, maka penggunaan jalan dapat diizinkan apabila ada jalan
alternatif.Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif tersebut harus
dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara. Jika penggunaan jalan
tersebut mengakibatkan penutupan jalan, harus ada izin penggunaan jalan

yang diberikan oleh  Kepolisian Negara Republik  Indonesia
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(“Polri”).Berdasarkan Pasal 17 Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012, yang berisi

tentang Cara memperoleh izin penggunaan jalan.

B. Saran-saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini untuk para

praktisi hukum, seluruh aktifis kampus, serta untuk penelitian selanjutnya, maka

saran yang dapat diberikan adalah :

1.

Bagi siapa saja yanghendakmelaksanakan walimahan tidak diperbolehkan
mengganggu ketertiban, keamanan dan fungsi jalan di dalam ruang manfaat
jalan dan ruang milik jalan. Dan sudah seharusnya sebelum menggelar acara
walimahan atau kepentingan pribadi harus mendapatkan izin dari pihak
kepolisian, dan menteri yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dengan
mengikuti peraturan dan prosedur yang sudah ditentukan, agar tidak
menimbulkan kemudharatan di masyarakat nantinya.

Bagi pihak Kepolisian sebaiknya lebih bersosialisasi dan memperhatikan
peraturan-peraturan terkait Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam
Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas
agar nantinya masyarakat atau siapa saja yang hendak melaksanakan
walimahan tidak melanggar peraturan.

Bagi penelitian selanjutnya, agar lebih diperdalam lagi mengenai peraturan-
peraturan yang mengatur tentang penggunaan jalan umum selain untuk

kegiatan lalu lintas dilihat dari pandangan hukum Islam dan peraturan
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perundang-undangan yang berkaitan dengan penggunaan jalan umum untuk

acara walimahan di masyarakat.
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3 | MTsN Tambak Beras Jombang 2006-2009
4 | MAN Tambak Beras Jombang 2009-2012
5 | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2012-2017
NON FORMAL
L Ponpes Al-Lathifiyyah 111 Bahrul Ulum Tambak Beras 2006-2012

Jombang

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG


mailto:lelatsuroyya8@gmail.com

